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ABSTRAK
Tingginya ketimpangan penguasaan lahan di tingkat petani
telah menghambat berbagai upaya perbaikan kehidupan masya-
rakat pedesaan. Beberapa program pembangunan yang telah
dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya dapat dimanfaat-
kan oleh petani berlahan sempit karena berbagai sebab, dan
kondisi ini dalam banyak kasus malahan makin memperlebar
ketimpangan, karena hanya petani berlahan luas yang dapat
memanfaatkan berbagai peluang yang diciptakan melalui prog-
ram dimaksud. Ke depan diperlukan reorientasi pembangunan
pedesaan dengan lebih menekankan pada upaya peningkatan
akses petani terhadap informasi, permodalan, teknologi, dan
kapasitas mereka untuk dapat memanfaatkan peluang yang
tersedia di sekitarnya. Reorientasi pembangunan pedesaan ke
depan diawali  perubahan pendekatan dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan, dengan penekanan pada upaya
pengembangan jenis usaha yang beragam, serta peningkatan
kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang
berkembang di sekitarnya. Upaya ini perlu didukung dengan
pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan pendekatan wila-
yah secara terpadu, melalui kerja sama yang kuat di tingkat
kecamatan di bawah koordinasi Bappeda kabupaten. Musya-
warah perencanaan pembangunan pedesaan perlu diarahkan
pada dua hal pokok. Pertama, membuka peluang usaha baru,
terutama yang tidak berbasis lahan luas. Kedua, meningkatkan
kapasitas masyarakat untuk menangkap peluang usaha yang
ada. Teknologi yang dikembangkan harus bersifat netral
terhadap skala usaha dan diseminasi teknologi diupayakan
proporsional untuk dapat menjangkau semua lapisan petani.
Kata kunci: Pembangunan pedesaan, penguasaan lahan, distribusi
lahan, petani
ABSTRACT
The problem of unbalanced land distribution at farm level in
Indonesia has hampered many efforts to improve rural livelihoods.
Several development programs that have been implemented by
the government have not been fully benefitted by smallholders
due to various reasons, and in many cases this condition even
further widen inequality, because only  landowners who are able
to take advantage the vast range of opportunities created through
the programs. In the future, a reorientation of rural development
is needed with more emphasis on improving farmers’ access to
information, capital, technology, and their capacity to take
advantage of opportunities that are locally available. Reorientation
of rural development will be initiated with changes of the
approaches in the planning and implementation of development,
with emphasis on the development of diverse types of businesses,
as well as capacity building of the community to take advantage
of the growing local opportunities. These efforts need to be
supported by the implementation of rural development with an
integrated approach, through a strong cooperation at the district
level under the coordination of District Development Planning
Agency. Rural development planning should be directed to two
main issues. Firstly, open up new business opportunities, especially
those non-based land activities. Secondly, build the community
capacity to capture the existing business opportunities. The
technologies being developed should be neutral with respect to
farmers land ownership, and the technology dissemination is
supposed to be proportional in order to reach all levels of farmers.
Keywords:  Rural development, land ownership, land distribution,
farmers
PENDAHULUAN
Pembangunan pedesaan sejak Orde Baru sampai
Kabinet Indonesia Bersatu II  telah berhasil membawa
Indonesia mencapai keberhasilan dalam pembangun-
an fisik. Namun, keberhasilan tersebut belum sepe-
nuhnya dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap
sumber daya lahan, sehingga ketimpangan pengu-
1) Naskah disarikan dari bahan Orasi Profesor Riset yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2011 di Bogor.
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asaan lahan dan kemiskinan di pedesaan semakin
meluas (Lakollo et al. 2007; Tjondronegoro dan
Wiradi 2008; Yusuf 2010).  Upaya perbaikan akses
petani terhadap lahan melalui program land reform
dan transmigrasi belum banyak memperbaiki keadaan.
Perbaikan akses terhadap lahan tanpa diikuti per-
baikan akses terhadap aspek lainnya menyebabkan
petani penerima objek land reform dan lahan trans-
migrasi tetap terjebak pada kegiatan usaha tani
berbasis lahan (Yunilisiah 1996).
Kurang berkembangnya ragam usaha di pedesaan
dan tingginya ketergantungan pada lahan, sementara
pertambahan penduduk tidak diimbangi dengan pe-
ningkatan area pertanian, menyebabkan penguasaan
lahan oleh petani semakin sempit (Jamal et al. 2002;
Jamal 2009a; Soetarto 2010). Hal ini terutama di-
dorong oleh proses fragmentasi melalui pewarisan.
Bila tidak ada perbaikan, diperkirakan jumlah rumah
tangga dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha
pada Sensus Pertanian 2013 akan meningkat melebihi
15 juta rumah tangga (Jamal et al. 2001, 2002; Lokollo
et al. 2007).
Ke depan diperlukan reorientasi pembangunan
pedesaan dengan lebih menekankan pada upaya
peningkatan akses petani terhadap informasi, permo-
dalan, teknologi,  dan  kapasitas mereka untuk dapat
memanfaatkan peluang pembangunan yang tersedia.
Melalui upaya ini akan terbuka peluang diversifikasi
usaha dan kesempatan kerja, serta mengurangi
ketergantungan pada usaha berbasis lahan di pede-
saan. Kondisi ini menjadi landasan bagi terseleng-
garanya perbaikan distribusi penguasaan lahan di
pedesaan, melalui perbaikan akses petani terhadap
fasilitas dan sumber daya lainnya di pedesaan. Hal ini
semakin relevan bila dikaitkan dengan pencanangan
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang salah satu strategi-
nya adalah pengembangan sumber daya manusia dan
iptek untuk meningkatkan daya saing.
Tulisan ini disusun untuk mendukung upaya
reorientasi  pembangunan pedesaan,  dengan pene-
kanan pada pengembangan kapasitas masyarakat dan
perluasan ragam usaha yang tidak berbasis lahan di
pedesaan.
ORIENTASI PEMBANGUNAN PEDESAAN
Pembangunan pedesaan diartikan sebagai upaya
meningkatkan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat desa, yang ditandai oleh perbaikan akses
masyarakat terhadap berbagai sumber daya dan
fasilitas yang ada, sehingga mereka memperoleh
kepuasan dalam memenuhi kebutuhan material dan
spiritual (Jayadinata dan Paramandika 2006; Jamal
2008b, 2009a).
Pendekatan Pembangunan Pedesaan
Strategi pembangunan pedesaan di negara berkem-
bang menganut tiga model pendekatan. Pertama,
model intervensi rendah atau disebut juga model
produktivitas. Kedua, model intervensi menengah
atau solidaritas. Ketiga, model intervensi tinggi
atau disebut juga model equality atau pemerataan.
Ketiganya membedakan peran pemerintah dan pen-
dekatan dalam menggerakkan masyarakat (Yunilisiah
1996; Winarno 2003; Jamal 2008b).
Pembangunan pedesaan di Indonesia sejak Orde
Baru lebih didominasi pendekatan intervensi rendah
atau model produktivitas. Upaya pemerintah terfokus
pada peningkatan produktivitas pertanian dengan
mengabaikan perbaikan struktur sosial dan kepe-
milikan lahan oleh masyarakat (Winarno 2003).
Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah
keterbelakangan desa lebih disebabkan oleh keter-
batasan kemampuan masyarakat dan rendahnya akses
terhadap teknologi. Pembangunan desa terutama
bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap input usaha tani dan keterampilan dalam
berusaha tani.
Pembangunan Pedesaan dan Pertanian
Berdasarkan pendekatan tersebut, penguasaan lahan
yang luas menjadi faktor penentu untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penguasaan
lahan juga menentukan bentuk keterlibatan masya-
rakat pada usaha yang tidak berbasis lahan dan
usaha nonpertanian.
Petani yang menguasai lahan luas dapat meman-
faatkan surplus dari kegiatan pertanian. Usaha  yang
tidak berbasis lahan dan nonpertanian bersifat padat
modal. Sementara petani berlahan sempit terpaksa
bekerja pada kegiatan yang  tidak berbasis lahan dan
nonpertanian yang bersifat padat karya karena
penghasilan dari lahan yang dimiliki tidak memadai
(Sajogyo 2002).
Belajar dari pengalaman beberapa negara di Asia,
terutama Korea, China, dan Taiwan, keberhasilan
pembangunan pedesaan ditopang oleh pengem-
bangan  pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga
hilir. Petani menguasai pasar input dan output dan
merangsang usaha tani intensif pada lahan yang
terbatas dan membuka kesempatan bagi petani untuk
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masuk ke sektor industri dan perkotaan. Upaya ini
dilandasi oleh peningkatan produktivitas dan ragam
usaha baru di pedesaan melalui surplus produk
pertanian (Jamal 2008b, 2009a). Situasi ini mendukung
upaya transformasi tenaga kerja di sektor pertanian
dan mengurangi jumlah orang yang menggantungkan
hidupnya pada kegiatan pertanian (Rosegrant dan
Hazell 2000; Pakpahan et al. 2005; Sudaryanto dan
Jamal 2006).
Di Indonesia, pembangunan pertanian seakan
hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Per-
tanian, dengan dukungan yang terbatas dari sektor
lainnya. Petani umumnya bergelut pada kegiatan budi
daya, sementara pasar input dan output dikuasai oleh
pihak lain. Usaha di luar budi daya masih terpusat
pada perdagangan  dan industri pengolahan. Namun,
kegiatan ini umumnya dalam skala mikro, tenaga kerja
dari keluarga,  modal dan manajemen lemah,  dan 40%
lokasi usaha tidak permanen (Suhariyanto 2007;
Nurmanaf dan Irawan 2009). Lemahnya dukungan
sektor lainnya dalam pembangunan pertanian  mem-
persulit  pengembangan  usaha yang lebih beragam
(Jamal 1992, 1994; Jamal dan Hutabarat 1995).  Pem-
bangunan pertanian masih terjebak pada persoalan
akses masyarakat terhadap sumber daya pem-
bangunan, terutama lahan, teknologi, permodalan,
dan informasi (Sudaryanto et al. 2000; Jamal 2008a;
van de Fliert et al. 2010).
Keterkaitan Pembangunan Pedesaan
dan Perkotaan
Hal lain yang memengaruhi dinamika pembangunan
pedesaan terkait dengan keberadaan perkotaan.
Berdasarkan data tahun 2009, sekitar 57% penduduk
Indonesia tinggal di pedesaan. Dari jumlah tersebut,
70% di antaranya menggantungkan hidupnya pada
pertanian. Menurut hasil Sensus Pertanian 2003,
jumlah rumah tangga pertanian mencapai 25,6 juta
atau 48,7% dari total rumah tangga.
Perencanaan pembangunan pedesaan dan per-
kotaan di Indonesia telah dicoba dalam berbagai
konsep, terakhir melalui pendekatan agropolitan.
Pendekatan agropolitan menekankan pada pemba-
ngunan pedesaan yang mengait dengan pemba-
ngunan perkotaan pada tingkat lokal (Friedma dan
Douglass 1975). Dalam implementasi konsep ini,
keterkaitan lebih dilihat sebagai aliran produk
pertanian sebagai bahan baku untuk mendukung
pengembangan industri di perkotaan dan transfer
surplus tenaga kerja dari pertanian sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi (Daryanto 2003; Rusastra et al.
2004; Suhariyanto 2007; Agusta 2008). Selain itu,
multiplier effect dan difusi belum sepenuhnya ter-
jadi, karena konsep ini mensyaratkan kesenjangan
ekonomi dan sosial di masyarakat relatif rendah, dan
masyarakat memiliki akses yang seimbang terhadap
sumber daya produktif (Agusta 2008). Akibatnya,
agropolitan belum mampu menumbuhkan usaha baru
dan memperbaiki distribusi sumber daya di pedesaan
(Suhariyanto 2007; Agusta 2008; Nurmanaf dan
Irawan 2009).
KETIMPANGAN PENGUASAAN
DAN SISTEM ALOKASI LAHAN
Alokasi lahan dan pelapisan di masyarakat meru-
pakan warisan dari berbagai kebijakan sejak zaman
penjajahan. Pada awalnya tidak dikenal lahan milik
pribadi, karena semua lahan adalah milik raja atau
kelompok masyarakat secara komunal, seperti yang
banyak ditemui saat ini di Sumatera Barat dan Papua
(Jamal et al. 2001, 2002). Masuknya konsep kepe-
milikan individu dan hak pengusahaan dalam bentuk
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan
hak sewa mendorong makin timpangnya penguasaan
lahan di masyarakat.
Dalam periode 1983-2003, jumlah petani dengan
luas garapan kurang dari 0,5 ha meningkat dari 44,5%
menjadi 56,4%, sementara total luas lahan yang
dikuasai berkurang dari 10,5% menjadi 4,95%. Di sisi
lain, jumlah petani yang menguasai lahan lebih dari 2
ha berkurang  dari 13,5% menjadi 11,3% dengan  luas
lahan yang dikuasai relatif tetap yaitu di atas 45%.
(Lokollo et al. 2007; Tjondronegoro dan Wiradi 2008).
Terakhir Kepala Badan Pertanahan Nasional meng-
ungkapkan, 56% aset yang ada di Indonesia, baik
berupa properti, tanah, maupun perkebunan hanya
dikuasai oleh 0,2% penduduk Indonesia (Yusuf 2010).
Kebijakan Distribusi Lahan
Sejak awal kemerdekaan, para pemimpin negara telah
menyadari ketimpangan penguasaan lahan, sehingga
penyusunan aturan tentang distribusi lahan men-
dapat prioritas utama, sampai akhirnya ditetapkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per-
aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketetapan MPR
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan
pelaksanaan reforma agraria. Reforma agraria dimak-
nai sebagai penataan atas penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau
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sumber-sumber agraria menuju struktur P4T yang
berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok per-
soalannya (Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto
2007).
Reforma agraria tidak sama maknanya dengan
program pendistribusian atau pembagian tanah
semata (land reform). Justru esensinya yang perlu
terus dijaga adalah bagaimana masyarakat penerima
manfaat dapat mengoptimalkan pengelolaan lahan-
nya secara berkesinambungan guna meningkatkan
kualitas hidup dan penghidupannya (access reform)
(Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto 2007).
Upaya Perbaikan Distribusi Lahan
Kurang berkembangnya ragam usaha di pedesaan dan
tingginya ketergantungan pada usaha berbasis lahan
telah mendorong berbagai gerakan di masyarakat
untuk memperbaiki akses terhadap lahan. Pemikiran
yang dominan melihat bahwa pembangunan pedesaan
membutuhkan perbaikan penguasaan lahan. Karena
itu, pelaksanaan  perbaikan penguasaan lahan, yang
lebih diartikan secara sempit sebagai land reform,
menjadi prasyarat pelaksanaan pembangunan pede-
saan (Wiradi 2000b; Tjondronegoro dan Wiradi 2008;
Soetarto 2010).
Penyelenggaraan reforma agraria dalam arti sempit
membutuhkan lahan pertanian yang sangat luas,
mengingat 14 juta rumah tangga petani saat ini
adalah petani berlahan sempit dan tuna kisma. Bila
diasumsikan setiap petani memerlukan tambahan
lahan 1,0 ha, karena basis usaha petani masih pada
kegiatan budi daya, maka minimal dibutuhkan tam-
bahan lahan 14 juta ha (Jamal 2000a, 2000b; Jamal et
al. 2002; Winarno 2003; Sumaryanto 2010).
 Penyediaan lahan seluas ini dan proses dis-
tribusinya menjadi persoalan tersendiri (Jamal 2000a,
2000b; Badan Pertanahan Nasional 2007; Winoto
2007; Jamal 2009a). Selain itu, perbaikan distribusi
lahan tidak dengan sendirinya dapat meningkatkan
kesejahteraan petani. Bila lahan yang diterima petani
tidak dapat dikelola dengan baik dan ketergantungan
pada usaha berbasis lahan masih dominan, maka
dalam satu generasi lahan ini akan kembali menyempit
karena proses pewarisan dan jual beli (Yunilisiah
1996; Kasryno et al. 2000; Wiradi 2000a; Jamal et al.
2001; Hartini 2005).
Land Reform dan Access Reform
Pada awal tahun 1960-an, Indonesia berusaha melak-
sanakan land reform. Namun, upaya ini gagal ber-
samaan dengan berakhirnya kekuasaan Orde Lama
(Moniaga 1993). Pelaksanaan land reform yang dimak-
sudkan untuk memperbaiki penguasaan dan pengusa-
haan lahan, ternyata tidak cukup memadai mening-
katkan kapasitas petani dalam pengelolaan aset
secara berkesinambungan guna meningkatkan ku-
alitas hidup dan penghidupannya (Jamal 2000a,
2000b; Wiradi 2000b; Jamal et al. 2002).
Perbaikan akses terhadap lahan perlu disertai
dengan akses terhadap hal lain yang menunjang
upaya peningkatan kapasitas petani dalam peman-
faatan lahan, terutama akses terhadap informasi,
teknologi, dan permodalan (access reform) (Badan
Pertanahan Nasional 2007; Winoto 2007).  Pelak-
sanaan land reform yang tidak disertai perbaikan
akses terhadap beberapa hal tersebut menyebabkan
beberapa petani penerima objek land reform tidak siap
mengelola lahan yang diterima, sehingga dalam waktu
yang tidak lama lahan tersebut terakumulasi lagi pada
beberapa petani kaya (Yunilisiah 1996; Wiradi 2000a;
Hartini 2005).
Perbaikan Penguasaan Lahan melalui
Program Transmigrasi
Program transmigrasi merupakan salah satu upaya
perbaikan penguasaan lahan yang berhasil dilakukan
Indonesia, dengan memindahkan penduduk dari
wilayah padat ke wilayah yang masih jarang pen-
duduknya. Namun, banyak kasus mengungkapkan
lahan yang awalnya dibagi merata, setelah beberapa
tahun kembali terjadi ketimpangan. Pelaksanaan
transmigrasi di salah satu lokasi di Bengkulu Utara
pada tahun 1977, dengan penguasaan lahan yang
awalnya merata satu hektare, setelah 18 tahun
kemudian gini rasionya menjadi 0,54 dengan kategori
ketimpangan berat (Yunilisiah 1996).
Kondisi tersebut disebabkan petani masih meng-
andalkan kegiatan budi daya, kurang berkembangnya
ragam usaha, dan tingginya ketergantungan pada
lahan. Keadaan ini membawa petani dalam kondisi
sulit, dan dalam jangka 5-10 tahun, beberapa petani
terpaksa menjual lahannya. Hal lain yang mendorong
keadaan ini adalah pola pewarisan yang menye-
babkan lahan terfragmentasi pada luasan yang sempit
(Yunilisiah 1996; Jamal et al. 2001, 2002).
Penataan Pengusahaan Lahan
Pengalaman pelaksanaan penataan pengusahaan
lahan di pedesaan melalui pendekatan corporate
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farming, consolidated farming, dan cooperative
farming dapat dijadikan pembelajaran (Rusastra et al.
2001; Dinas Pertanian Jawa Timur 2004; Blyth et al.
2007; Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air  2009). Ketiga
pendekatan tersebut pada prinsipnya merupakan
konsolidasi pengusahaan lahan untuk meningkatkan
luas lahan yang digarap, mencegah fragmentasi
pemilikan dan fisik hamparan lahan, serta mem-
fasilitasi tumbuhnya usaha yang beragam di pede-
saan (Rusastra et al. 2001; Dinas Pertanian Jawa
Timur 2004; Blyth et al. 2007; Ditjen Pengelolaan
Lahan dan Air 2009). Namun, upaya ini belum
sepenuhnya mampu mengembangkan diversifikasi
usaha dan usaha yang tidak berbasis lahan. Petani
yang tersingkir dari upaya penataan pengusahaan
lahan masih sangat bergantung pada lahan yang ada.
Penataan pengusahaan lahan  belum sepenuhnya
mampu menciptakan peluang usaha baru di pedesaan
dan membekali petani untuk mengembangkan usaha
baru sesuai potensi yang ada (Badan Litbang
Pertanian 2000; Sudaryanto dan Jamal 2002; Jamal
dan Mardiharini 2009). Kecenderungan yang ber-
kembang di masyarakat justru makin terdistribusinya
lahan garapan  dalam bentuk sakap, sewa, dan gadai.
Hal ini karena basis utama kegiatan pertanian di
pedesaan masih pada usaha budi daya (Jamal 2001,
2006; Jamal et al. 2007a; Jamal dan Mardiharini 2009;
Jamal dan Dewi 2010).
MENELISIK PENYEBAB KETIMPANGAN
PENGUASAAN LAHAN
Minimal terdapat lima penyebab ketimpangan pe-
nguasaan lahan di masyarakat, yakni kebijakan yang
tidak konsisten, kurangnya keberpihakan pada petani
kecil, pembangunan pedesaan hanya menguntungkan
petani berlahan luas, teknologi bias kepada petani
berlahan luas, dan pendekatan diseminasi yang belum
tepat.
Kebijakan yang Tidak Konsisten
Dari sisi kebijakan distribusi lahan, upaya perbaikan
struktur penguasaan lahan sesudah pemberlakuan
Undang-Undang Pokok Agraria terbentur pada
kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sejak era
Orde Baru (Moniaga 1993; Jamal 2000a; Blyth et al.
2007; Jamal dan Dewi 2010). Diawali dengan semangat
untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah
Orde Baru mengeluarkan Undang Undang (UU) No. 1
tahun 1967 yang disempurnakan menjadi UU No. 11
tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Selain
itu juga disusun UU No 8 Tahun 1968 yang disem-
purnakan menjadi UU No 12 Tahun 1971 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Moniaga 1993;
Jamal 2000a, 2000b; Badan Pertanahan Nasional 2007;
Jamal 2008b).  Kedua undang-undang ini mendorong
berkembangnya nilai tanah dari segi ekonomi semata,
sebagai sarana investasi dan spekulasi, bukan lagi
faktor produksi (Jamal 2000b).
Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai kontra-
diksi tentang pengaturan distribusi lahan terus
berkembang. Berdasarkan studi yang dilaksanakan
BPN terhadap berbagai peraturan tentang peman-
faatan lahan, ditemukan 582 dokumen hukum, yang
terdiri atas 12 undang-undang, 48 peraturan peme-
rintah, 22 keputusan presiden, 4 instruksi presiden,
243 peraturan menteri/Kepala BPN, 209 surat edaran
menteri/Kepala BPN, dan 44 petunjuk menteri/Kepala
BPN (Winoto 2009). Di antara peraturan ini terdapat
peraturan yang tumpang-tindih atau bertentangan
satu sama lainnya, dan beberapa di antaranya tidak
bisa diterapkan  (Winoto 2009).
Kurangnya Keberpihakan kepada
Petani Kecil
Sejalan dengan berbagai kemudahan dalam pengu-
asaan dan pengusahaan lahan dalam skala luas oleh
swasta besar,  termasuk  pihak asing, upaya perbaikan
penguasaan lahan bagi petani kecil terabaikan. Distri-
busi lahan cenderung diserahkan kepada mekanisme
pasar. Kondisi ini berdampak pada distribusi lahan
kepada individu dan sektoral. Bagi individu petani,
kondisi ini akan semakin mendorong terjadinya
ketimpangan penguasaan lahan di masyarakat, karena
petani kaya mengakumulasi lahan melalui berbagai
cara dari petani berlahan sempit yang tinggal di
sekitarnya (Sumardjono 2001; Sumaryanto et al. 2002;
Syahyuti dan Jamal 2006).
Untuk alokasi lahan antarsektor, hasil analisis
ekonomi sewa lahan (land rent economics) menun-
jukkan bahwa rasio sewa lahan perumahan dan
industri jauh lebih baik daripada lahan usaha tani
(Jamal 2006). Tanpa upaya yang sistematis untuk
meningkatkan produktivitas lahan melalui diversifi-
kasi usaha, alokasi lahan untuk kegiatan pertanian
akan semakin berkurang akibat alih fungsi lahan ke
penggunaan yang memiliki nilai ekonomi sewa lahan
yang lebih tinggi.
Kurangnya keberpihakan pada upaya perbaikan
penguasaan lahan oleh petani kecil dapat dilihat dari
alotnya pembahasan berbagai peraturan perundangan
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yang mendukung upaya perbaikan distribusi lahan di
tingkat petani. Di sisi lain, berbagai peraturan yang
mendukung alokasi lahan untuk usaha skala besar,
seperti food estate, begitu mudah dan cepat pro-
sesnya (Kasryno et al. 2011).
 Pembangunan Pedesaan Menguntungkan
Petani Berlahan Luas
Upaya pemerintah yang terfokus pada peningkatan
produktivitas pertanian melalui perbaikan akses
masyarakat terhadap input usaha tani dan keteram-
pilan dalam berusaha tani, lebih banyak mengun-
tungkan petani yang memiliki lahan luas (Rosegrant
dan Hazell 2000; Jamal 2008b; Jamal dan Dewi 2010).
Mereka dapat memacu peningkatan produksi melalui
penggunaan teknologi dan mengakumulasi modal
untuk pengembangan usaha.
Sementara itu, petani berlahan sempit, karena
kurangnya akses terhadap berbagai kesempatan yang
disediakan pemerintah, sulit mengembangkan usaha-
nya dan terpaksa bertahan dengan keterbatasannya.
Dalam beberapa kasus, mereka terpaksa melepaskan
lahannya kepada petani berlahan luas (Blyth et al.
2007; Jamal dan Dewi 2010).
Data PATANAS tahun 1995 dan 2007 menunjukkan
bahwa penguasaan lahan usaha tani sawah di Jawa
menurun dari rata-rata 0,49 ha menjadi 0,36 ha (Jamal
2005; Nurmanaf dan Irawan 2009; Sumaryanto dan
Sudaryanto 2009; Sumaryanto 2010). Kasus di tiga
desa di Jawa menunjukkan 64-76% petani tidak
memiliki lahan, sementara 1-3% rumah tangga me-
nguasai 36-54% lahan (Tjondronegoro dan Wiradi
2008).
Teknologi Bias kepada Petani
Berlahan Luas
Dominannya teknologi pertanian untuk meningkatkan
produksi dalam kegiatan budi daya dan terbatasnya
inovasi untuk memacu nilai tambah, secara tidak
langsung makin mendorong ketimpangan penguasaan
lahan di pedesaan (Blyth et al. 2007; Jamal 2008b; van
de Fliert et al. 2010). Dengan rata-rata penguasaan
lahan di bawah 0,5 ha, upaya peningkatan produksi
belum banyak berpengaruh terhadap penghasilan dan
kesejahteraan petani. Kondisi ini mendorong ter-
jadinya akumulasi lahan oleh petani berlahan luas,
sebagaimana data sebelumnya (Jamal 2007; Jamal et
al. 2007b, 2008; Jamal 2009b).
Teknologi yang mendukung pengembangan nilai
tambah atau usaha terpadu di pedesaan dapat
mendukung upaya peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani, termasuk petani berlahan
sempit (Jamal 2007; Jamal et al. 2007b). Selain itu,
beberapa teknologi yang dihasilkan tidak bersifat
netral terhadap skala usaha, karena teknologi hanya
menguntungkan bila diterapkan dalam skala luas
(Jamal 2007; Jamal et al. 2007b; Sarwani et al. 2010;
Sarwono et al. 2011).
Pendekatan Diseminasi Belum Tepat
Upaya diseminasi teknologi dalam banyak kasus juga
makin mendorong ketimpangan penguasaan lahan di
pedesaan. Petani kooperator atau kelompok tani
binaan biasanya dipilih dari tokoh petani dan
umumnya petani kaya dengan penguasaan lahan
yang luas (Blyth et al. 2007; Jamal 2008a; Jamal dan
Dewi 2010; van de Fliert et al. 2010).
Harapan agar petani kooperator atau ketua kelom-
pok tani dapat menularkan pemahamannya tentang
teknologi yang diintroduksi kepada petani lain belum
sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan
(Jamal 2007; Jamal et al. 2007b, 2008; Jamal 2009b).
Beberapa hasil penelitian mengungkapkan petani
kooperator lebih banyak menarik manfaat dari tek-
nologi yang diintroduksikan dan memperkuat posisi
mereka dalam berhadapan dengan petani lain yang
ada di sekitarnya (Jamal et al. 2008; Jamal 2009b;
Sarwani et al. 2010; 2011).
ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEDESAAN
Arah Pembangunan Pedesaan
Pembangunan pedesaan yang bersifat netral terhadap
ketimpangan penguasaan sumber daya dan beragam-
nya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan
peluang usaha yang berkembang di sekitarnya,
merupakan patokan utama dalam memilih pendekatan
pembangunan pedesaan ke depan. Pembangunan
pedesaan yang membuka peluang bagi setiap indi-
vidu untuk mengembangkan kapasitasnya merupakan
pendekatan yang netral terhadap berbagai ketim-
pangan yang ada di masyarakat. Peningkatan kapa-
sitas ini akan memungkinkan masyarakat mengem-
bangkan usaha yang beragam dan mengurangi keter-
gantungan pada usaha berbasis lahan yang luas.
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Strategi Pembangunan
Diperlukan perubahan strategi pembangunan desa.
Hal yang utama adalah mengubah pendekatan yang
bersifat sektoral menjadi pendekatan pembangunan
wilayah. Untuk itu diperlukan perubahan  pada semua
tingkatan, dimulai dari tingkat pusat hingga desa
(Jamal 2008a, 2009a; Rusastra 2010).
Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia (MP3EI) yang direncanakan pemerintah
pada enam koridor ekonomi (KE), yakni Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara,
dan Papua-Kepulauan Maluku, dapat menjadi dasar
terlaksananya koordinasi dalam pendekatan pem-
bangunan desa ke depan.
Secara lebih detail, strategi yang perlu dilakukan
meliputi:
1. Tolok ukur keberhasilan pembangunan lebih dilihat
dalam pengembangan wilayah, dan desa sebagai
satuan wilayah terkecil.
2. Pembangunan pedesaan harus dapat membuka
peluang usaha yang beragam, dengan fokus pe-
ningkatan nilai tambah, melalui perbaikan kemam-
puan petani, terutama petani berlahan sempit,
dalam mengakses informasi, teknologi, dan sumber
daya lainnya.
3. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal, yang
didukung oleh upaya peningkatan nilai tambah
dan usaha yang tidak berbasis lahan yang luas,
untuk mengurangi tekanan terhadap lahan dan
menjadi basis bagi upaya perbaikan penguasaan




Pelaksanaan pembangunan pedesaan didominasi
oleh pendekatan intervensi rendah atau model pro-
duktivitas, sehingga upaya pemerintah terfokus pada
peningkatan produktivitas pertanian dan mengabai-
kan perbaikan struktur sosial dan kepemilikan lahan
di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan makin
timpangnya penguasaan dan pengusahaan lahan di
pedesaan. Lapisan atas komunitas desa dan petani
berlahan luas merupakan pihak yang paling banyak
diuntungkan pendekatan ini.
Upaya pengembangan kegiatan berbasis pening-
katan nilai tambah tidak banyak berkembang, dan
ragam usaha juga tidak banyak berubah, sehingga
tekanan terhadap lahan semakin meningkat. Perluasan
lahan untuk usaha pertanian sangat lambat, sementara
alih fungsi lahan ke penggunaan nonpertanian terus
meningkat. Tanpa dukungan sistem perencanaan
yang sistematis yang memungkinkan  perbaikan akses
bagi petani, terutama petani berlahan sempit,  dalam
hal teknologi, informasi, modal, dan pasar, maka
perbaikan penguasaan lahan tidak mendukung upaya
perbaikan kesejahteraan petani.
Implikasi Kebijakan
Reorientasi pembangunan pedesaan ke depan diawali
perubahan pendekatan dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan, dengan penekanan
pada upaya pengembangan jenis usaha yang be-
ragam, serta  peningkatan kapasitas masyarakat dalam
memanfaatkan peluang yang berkembang di sekitar-
nya. Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang
meliputi:
1. Pembangunan pedesaan dilaksanakan melalui pen-
dekatan wilayah secara terpadu,  melalui kerja sama
yang kuat di tingkat kecamatan di bawah koor-
dinasi Bappeda kabupaten. Pembangunan ditekan-
kan pada penyiapan sumber daya manusia agar
mereka dapat memanfaatkan  peluang  usaha yang
tidak berbasis lahan yang luas.
2. Fungsi koordinasi perencanaan di tingkat pusat
melalui Bappenas diperkuat, yang diikuti dengan
alokasi anggaran pendukungnya. Uji coba secara
sistematis dapat dilakukan melalui program MP3EI.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan (Mus-
renbang) pedesaan perlu diarahkan pada dua hal
pokok, yakni membuka peluang usaha baru,
terutama yang tidak berbasis lahan luas, dan me-
ningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangkap
peluang usaha yang ada.
4. Teknologi yang dikembangkan bersifat netral
terhadap skala usaha, dengan penekanan pada
upaya peningkatan nilai tambah dan pengem-
bangan ragam usaha. Diseminasi teknologi diupa-
yakan  proporsional agar dapat menjangkau semua
lapisan petani.
5. Reorientasi pembangunan pedesaan diawali de-
ngan pengembangan desa model di setiap kabu-
paten, yang memperlihatkan penumbuhan ragam
usaha melalui optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang ada, dan keterkaitan yang saling men-
dukung dengan wilayah perkotaan. Desa model
akan membuka peluang usaha yang beragam bagi
petani kecil dan tuna kisma, serta memperbaiki
penguasaan lahan  di tingkat petani.
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